KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR    74     TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

NOMOR  5  TAHUN  2002  TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMOTONGAN 

TERNAK UNTUK PEMERIKSAAN DAGING 

MENTERI DALAM NEGERI,

	Menimbang
	:


	a.

b.


	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemotongan Ternak Untuk Pemeriksaan Daging, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas,  perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemotongan Ternak Untuk Pemeriksaan Daging, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.   



	Mengingat
	:


	1.

2.

3.

4.

5.


	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4048);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
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	Memperhatikan
	:
	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/ MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.


MEMUTUSKAN  :

Menetapkan

:

	KESATU

KEDUA

KETIGA


	 :

:

:
	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemotongan Ternak Untuk Pemeriksaan Daging, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena :  

1. Pemeriksaan Hewan/ternak, Hasil Ternak, serta Hasil Ikutannya yang keluar masuk daerah tidak diperlukan kecuali terindikasi membawa penyakit yang diumumkan oleh pemerintah pusat.

2. Pengendalian wabah penyakit yang berkaitan dengan kepentingan umum seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum bukan dari retribusi.

3. Pengenaan retribusi terhadap pemeriksaan hewan/ternak, hasil ternak serta hasil ikutannya yang masuk/keluar ke/dari daerah akan merintangi arus perdagangan antar daerah dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. 

4. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah dilarang menetapkan Perda yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. 

Agar Bupati Lima Puluh Kota menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemotongan Ternak Untuk Pemeriksaan Daging, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 




Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

              MENTERI DALAM NEGERI, 

                       H. MOH. MA’RUF, SE.

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

4. Gubernur ……………………;

5. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.          
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